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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
' NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan
Pasal 49 ayat {6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaen Barang Milik Negara/Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendeharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAR TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli
atau ‘diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh, atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

3. Pengelola.. . .
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Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan barang milik
ncgara/daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik negara/dacrah. '

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang scdang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Penggunaan adaleh kegiatan yang dilakukan oleh
pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan
barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam
pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah
guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah
olech pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan
antar pemerintah dacrah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola
barang.

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang
milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara
bukan  pajak/pendapatan  daerah dan  sumber
pembiayaan lainnya.

12, Bangun...

3
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Bangun guna scrah adalah pemanfaatan barang milik
negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasllitasnya, kemudian didayagunakan oleh pibak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya discrahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
gsetelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun scrah guna adalah pemanfaatan barang milik
negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana  berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan olch pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati,

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
negara/dacreh dari daftar barang dengan menerbitkan
surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna danfatau kuasa pengguna
barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan
barang milik negara/dacrah sebagai tindak lanjut dari
penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

Penjunlan adaleh pengalihan kepemilikan barang milik
negara/dacrah kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang.

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang
milik negara/dacrah yang dilakukan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah dacrah, antar pemerintah
dacrah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah
daerah dengan plhak lain, dengan menerima penggantian
dalam bentuk barang, ackurang-kurangnya dengan nilai
seimbang. .

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang darl
pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah, dari
pemerintah  daerah kepada pemerintah pusat, antar
pemerintah daerah, atau dari pemerintah
pusat/pemerintah dacrah kepada pihak lain, tanpe
memperoleh penggantian.

19. Penyertaan . . .
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Penyertaan modal pemerintah pusat/dacrah adalah
pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham negara atau dacrah pada badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik
negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
barang milik negara/daerah.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang
selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan

relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu -

untuk memperoleh nilai barang milik negara/daerah.

Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat
dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang
yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

Daftar barang luasa pengguna, yang selanjutnya
disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat data
barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna
barang

Kementerian negara/lembaga adalah  kementerian
negara/ lembaga pemerintah non  kementerian
negara/lembaga negara.

Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat  yang
bertanggungjawab atas penggunaan barang kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan.

Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian
negara/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Barang milik negara/daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;
b. barang yang berasal dari perolchan lainnya yang sah;

(2) Barang . . .
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{2) Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi: )

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau
yang sefenis;

b. barang yang dipcroleh scbagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak; ‘

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan
undang-undang; atau

d. barang yang diperoleh berdasarkan  putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Pasal 3

(1) Pengelolaan barang milik negara/dacrah dilaksanakan
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas,
dan kepastian nilai.

{2) Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:

. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

. pengadaan;

penggunaan;

. pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian;

. penghapusan;

. pemindahtanganan;

penatausahaan;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

TR ™A Q0T

BAB1
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelola Barang

Pasal 4

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara
adalah pengelola barang milik ncgara.

(2) Pengelola barang milik negara berwenang dan
bertanggungjawab:

a. merumuskan . . .
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a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menctapkan
pedoman pengelolaan barang milik negara;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang
milik negara;

¢. menetapkan status penguasaan dan ‘penggunaan
barang milik negara;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
negara berupa tanah dan bangunan yang memeriukan
persetujuan DPR;

c. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan
barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang
tidak memeriukan persetujuan DPR sepanjang dalam
batas kewenangan Menteri Keuangan;

{. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul
pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah
dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;

8 memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan
dan penghapusan barang milik negara selain tanah
dan bangunan sesuai batas kewenangannya;

h. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul
pemindahtanganan barang milik negara sclain tanah
dan bangunan kepada Presiden atau DPR;

i. menctapkan  penggunaan, pemanfaatan  atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;
j- memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang
milik negara selain tanah dan bangunan;
»

k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi berang millk negara serta menghimpun
hasil inventarisasi;

. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik negara;

m. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulaesi
barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu
diperiukan.

Pasal 5 ...



8  SUPLEMEN MAJALAH MEDIA PRAJA No. 07 &08 —Tanggal 1 - 31 Mei 2006

723
gfﬁ}
O ‘k
o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7 -

Pasal S

(1) Qubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah

mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
dacrah;

b. menctapkan  penggunaan, pemanfaatan  atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik
dacrah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
dacrah yang memerjukan persctujuan DPRD;

e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;

f. menyetujui usul pemanfeatan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik dacrah.
{4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan

bertanggung jawab:
a. menctapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan
barang milik daerah;

b. mencliti dan menyetyjui rencana kebutuhan barang
milik dacrah;

¢c. mencliti dan menyetuwjui rencana  kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pecmanfaatan, penghapusan,
dan pemindahtanganan barang milik daerah yang
telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau
DPRD;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
inventarisasi barang milik daerah;

{. melakukan pengawasan dan pengendalian  atas
pengelolaan barang milik dacrah.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 6

(1} Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian

@

negara/lembaga adalah pengguna barang milik negara.

Pengguna barang milik negara berwenang dan

bertanggungjawab:

a. menctapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk
pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
negara;

b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik negara untuk kementerian negara/
{embaga yang dipimpinnya;

¢. melaksanakan pengadaan barang milik negara sesual
dengan perundang-undangan yang berlaku;

d. mengajukan permohonan penetapan status tanah dan
bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang
milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan
perolehan lainnya yang sah;

c. menggunakan barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga;

f. mengamankan dan memelihara barang milik negara
yang berada dalam penguasaannya;

g. mengajukan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik negara selain tanah
dan bangunan;

h. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak
lanjut tukar menukar berupa tanah dan bangunan
yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan
tata ruang wilayah atau penataan kota;

i. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak
lanjut penyertaan modal pemerintah pusat/dacrah
atau hibah yang dari awal pengadaaannya sesuai
peruntukkan yang tercantum dalam dokumen
penganggaran;

Jj. menyerahkan . . .
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j. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnya kepada pengelola barang;

k. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik negara yang ada dalam
penguasaannya;

1. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
negara yang berada dalam penguasaannya;

m.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam
penguasaannya kepada pengelola barang.

Pasal 7

(1) Kepala kantor dalam lingkungan kementcrian
negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang milik
negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.

(2) Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan
bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara
untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada
pengguna barang;

mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasean dan penggunaan barang milik negara
yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya
yang sah kepada pengguna barang; '

c. meclakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
negara yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyclenggaraan
tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;

¢. mengamankan barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya;

f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
negara berupa tansh dan bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPR dan barang milik
negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna
barang;

L4

g menyerahkan . . .
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. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak

dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya
kepada pengguna barang;

. melakukan pengawasan dan pengendalian atas

penggunaan barang milik negara yang ada dalam
penguasaannya;

menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam
penguasaannya kepada pengguna barang.

Pasal 8

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna
barang milik dacrah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan
bertanggungjawab:

a.

b.

mengajukan rencana kcbutuhan barang milik daerah
bagi satuan kerja perangkat dacrah yang dipimpinnya;

mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah
yang diperoleh darl beban APBD dan perolchan
leinnya yang sah;

. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik

daerah yang berada dalam penguasaannya;

. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya;

. mengamankan dan memclihara barang milik dacrah

yang berada dalam penguasaannya;

. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persctujuan DPRD dan barang milik
dacrah selain tanah dan bangunan;

. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak

dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota
melalui pengelola barang;

h. melakukan . ..
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h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik dacrah yang ada dalam
penguasaannya;

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna ‘Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam
penguasaannya kepada pengelola barang,

BAB Il

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

@

@

&)

m
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Pasal 9

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah
disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementcrian
negara/lembaga/satuan kerja perangkat dacrah setelah
memperhatikan ketersedisan barang milik negara/daerah
yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola
barang sctelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas
teknis terkait.

Pasal 10

Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutyhan
barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang
berada di bawah lingkungannya.

Pengguna barang menyampaikan wusul rencana
kebutuhan barang milik negara/daerah kepada pengelola
barang.

Pengelola barang bersama pengguna barang membahas
usul tersebut dengan memperhatikkan data barang pada
pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk
ditctapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik
Negara/Dacrah (RKBMN/D).

BABIV ...




“——=——=——_—&_

SUPLEMEN MAJALAH MEDIA PRAJA No. 07 & 08 —Tanggal 1-31Mei2006 13

153
‘4)
4, *k
\’\1\
PREBIOBN
RAEPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 11

Pengadaan barang milik negara/dacrah dilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan alcuntabel.

Pasal 12

(1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan
scsuai dengan peraturan perundang-undangan.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan
pengadaan barang milik negara/daerah selain tanah
diatur dengan Peraturan Presiden.

BABV
PENGQUNAAN

Pasal 13
Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. barang milik negara oleh pengelola barang;
b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.

Pasal 14

(1) Penetapan status penggunaan barang milik negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a)
dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pengguna barang melaporkan barang milik negara
yang diterimanya kepada pengelola barang disertai
dengan usul penggunaan;

b. Pengelola.. . .
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b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan
menectapkan status penggunaan barang milik negara
dimaksud.

Penctapan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (b)
dilakukan dengan tata cara scbagai berikut:

a. Pengguna barang melaporkan barang milikk daerah
yang diterimanya kepada pengelola barang disertai
dengan usul penggunaan;

b. Pengelola barang meneliti laporan terscbut dan
mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada
gubernur/bupati/walikota untuk ditctapkan status
penggunaannys.

Pasal 15

Barang milik necgara/dacrah dapat ditctapkan status
penggunaannya untuk penyelenggarasn tugas pokok dan
fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat
daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi
kementerlan negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
yang bersanghutan.

M

@

Pasal 16

Penctapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan
dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau
bangunan tersebut diperiukan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi .pengguna
barang dan/atan kuasa pengguna barang yang
bersangkutan.

Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib
menycrahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan scbagaimana dimaksud pada ayac (1} kepada:

a. pengelola barang untuk barang milik negara; atau

b. gubernur/bupati/walikota melalul pengelola barang
untuk barang milik dacrah.

Pasal 17 ...
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Pasal 17

(1) Pengelola barang menetapkan barang milik negara berupa
tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh
pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi
bersangkutan,

(2) Gubernur/bupati/walikota menetapkan barang milik

" daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus
diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak
digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi instansi bersangkutan.

(3) Dalam menctapkan penycrahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengelola barang memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk
menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan
fungsi instansi bersangkutan;

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau
bangunan.

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsl instansi
pemerintah lainnya;

b. dimanfaatkan delam rangka optimalisasi barang milik
negara/daerah;
c. dipindahtangankan.

Pasal 18

(1) Pengguna barang milik negara yang tidak menyerahkan
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas pokok den fungsi instansi
bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi
berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau
bangunan dimaksud.

(2) Pengguna . . .
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Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 20

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/dacrah
berupa:

a. sewa;

b. pinjam pakai;

¢. kerjasama pemanfaatan;

d. bangun guna scrah dan bangun serah guna,

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 21

(1) Penyewaan barang milix negara/daerah dilaksanalkan
dengan bentuk:

a. penyewaan barang milik negara atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna
barang kepada pengelola barang)

b. penyewaan barang milik daerah atas tanah dan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna
barang kepada gubernur/ bupatl/walikota;

c. penyewaan atas scbagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh pengguna barang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);

d. penyewaan atas barang milik negara/dacrah selain
tanah dan/atau bangunan.

(2) Penycwaan atas barang milik negara scbagaimena
dimaksud pada ayat (1} huruf a dilaksanakan oleh
pengelola barang.

{3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
pengelola  barang setelah  mendapat  persetujuan
gubemur/bupad/walﬂcota.

(4) Penyewaan . . .
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Penyewaan atas barang milik negara /dacrah
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d,
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 22

Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada
pihak lain sepanjang menguntungkan negara /daerah.

Jangka waktu penyewaan barang milik negara/dacrah
paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

———————
Penctapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. barang milik negara oleh pengelola barang;
b. barang milik daerah oleh gubernur/ bupati/walikota.

Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian
sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan
jangka waktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;

d. persyaratan lain yang dianggaep perlu.

Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah
dan scluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum
negara/dacrah.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai
Pasal 23

Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah dacrah atau
antar pemerintah dacrah.

Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/dacrah
paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pinjam . . .
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(3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjlan
yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenls, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan

jangka waktu;
c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Baglan Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24
Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan
pihak lain dilaksanakan dalam rangka

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik
negara/daerah;

b. meningkatkan penerimm negara/pendapatan daerah.

- Pasal 25

(1) Kerjasama pemanfaatan barang millk negara/daerah
dilaksanakan dengan bentuk:

a. kerjasama pemanfaatan barang mlllk negara atas
tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan
oleh pengguna barang kepada pengelola barang;

b. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah ates
tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan
oleh pengguna . barang kepada
gubernur/bupati/walikota;

¢. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau

- bangunan yang masih digunakan oleh pengguna

d. keﬁ'aaama peﬁanféatanntas barang milik negara/
daerah gelain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama . . .
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Kerjagama pemanfaatan  atas barang milik negara
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh pengelola barang, . -
Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daereh
8e dimaksud dalam ayat (1) huruf b
dilaksanaltan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d,
dilaksanakan oleh -pengguna barang setelah mendapat
persetujuan pengelola barang.

Pasal 26

K&jasam pemanfaatan atas barang milik negara/dacrah
dilaksenakan dengan ketentuan sebagal berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
untuk memenuhi blaya operasional/pemeliharaan/
perbaikan yang diperlukan terhadap barang mliik
negara/daerah dimalsud;

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui.

tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya
lima pescrta/peminat, kecuali untuk barang milik

negara/dacrah yang bersifat khusus dapat dilakukan'

penunjukan langsung;

c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar
kontribusi tetap ke rckening kas umum
negara/dacrah sctiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan
dari hasil perhitungan tim yang dibentuk olch pejabat
yang berwenang;

¢. besaran pembayaran konﬁibusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kesjasama pemanfaatan harus
mendapat persetujuan pengelola barang;

f. sclama, . .
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f. aclama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau
menggadaikan barang milik negara/dacrah yang
menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;

g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama
tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan
dapat diperpanjang.

Semua biaya berkensan dengan persiapan dan

kerjasama  pemanfaatan tidak dapat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan -dan Belanja

Negara/Dacrah,

Bagian Keenam

Bangun Quna Serah dan Bangun Serah Quna

m

@

@)

@

Pasal 27 E
Bangun guna serah dan bangun serah guna barang mililke
negara/dacrah dapat dilaksanakan dengan persyaratan -
sebagai berlkut: - o
a. pengguna barang memeslukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah
- untuk kepentingan pelayanan umum dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
b, tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan
dan fasilitas dimaksud.

Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik
negara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pengelola barang, .

Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik
daerah  scbagalmana dimaeksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pengelola barang setcleah mendapat
persetyjuan gubernur/bupati/wallkota

Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna
barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang
bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan
bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahken
kepada: , )

s . a. pengelola . . .
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a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. gubemur/bupati/walikom untuk barang milik dacrah.

(5) Bangun guna gerah dan bangun serah guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh
pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna
barang dan/atau kuasa pengguna barang scsuai tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 28

Penctapan status penggunean parang milik negara/dacrah
scbagai hasil deri pelaksanaan bangun gune gerah dan
bangun serah guna dilaksanakan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara, dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian
negara/lembaga terkait; !

b. gubemur/bu‘paﬁ/walikota untuk barang milik dacrah,
dalam rangka penyclenggaraan tugas pokok dan fungsi
gatuan kerja perangkat dacrah terkait.

Pasal 29

(3) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah
guna paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian
ditandatangani.

(2) Penctapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun
serah guna dilaksanakan melalui tender dengan
mengikutsertakan sckurang-kurangnya lima peserta/
peminat.

(3) Mitra bangun gune gerah dan mitra bangun serah guna
yang telah ditetapkan, selama jangka  waktu
pengoperasian  harus memenuhi  kewajiban scbagai
berilcut:

a. membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/
daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh
pejabat yang berwenang;

b. tidak . .




SUPLEMEN MAJALAH MEDIA PRAJA No. 07 & 08 — Tanggal 1-31 Mei2006 ' 23

0

@

@

£
Wy

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-923.

Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus
menyerahkan objek bangun guna serah kepada
gubernur/bupati/walikota pada akhir janglca waktu
pengoperagian, setelah dilakukan audit oleh aparat
pengawasan fungsional pemerintah.

Bangun serah guna barang milik negara dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut;

8. mitra bangun scrah guna harus menyerahkan objek
bangun serah guna kepada pengelola barang segera
setelah selesainya pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan
barang milik negara tersebut sesuai jangka waktu
yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. sctelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek
bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengawasan  fungsional  pemerintah  sebelum
penggunaannya ditetapkan oleh pengelola barang.

Bangun serah guna barang milik dacrah dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai bertlut:

a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek
bangun serah guna kepada gubernur/bupati/walikota
segera setelah selesainya pembangunan;

b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan
barang milik daerah terscbut sesuai jangka waktu
yang ditetapkan datam surat perjanjian;

setelah jangka waktu pendayagunaan beralchir, objek
bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat
pengawasan  fungsional  pemerintah  sebelum
penggunaannya ditetapkan oleh gubernur/bupati/
walikota.

c

.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa,
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah
dan bangufi serah guna barang milik negara diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI ...

Y
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BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 32

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang
milik negara/dacrah yang berada dalam penguasaannya.
Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan
administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan
hukum.

Pasal 33

Barang milik negara/dacrah berupa tanah harus
disertifikatitan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan,

Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus
dilengktapi dengan bukt kepemilikan atas nama
Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang
bersangkutan.

Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
pengguna barang,

Barang milik daecrah selain tanah dan/atau bangunan
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama
pemerintah daerah yang bersangkutan,

Pasal 34

Bukti kepemilkan barang milik negara/dacrah wajib
disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Penyimpanan . . .
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(2 Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara
berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh
pengelola barang.

@ Pcnyimpmanbuktikepemmkmunngmﬂikncm

4) Pe panan bukti kepemilikkan barang milik daerah
( dimnolehpmgelolabamng.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 35

(1) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna  barang
bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik
negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya.

(2) Pemcliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

() Biaya pemeliharaan barang milik negara/dacrah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah, .

Pasal 36

(1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil
pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya
dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil
pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna barang

secara berkala,

(2} Pengguna bareng atau pejabat yang ditunjuk meneliti
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menyusun daftar hasll pemeliharaan barang yang
dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan
untuk  melakukan evaluasi mengenai  efisiens|
pemeliharaan barang milik negara/daerah.

BABVIN, .,
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PENILAIAN

aran dalam
rangka Penyusunan neraca  pemeringah Pusat/daerah,
pemanfaatan, gan Pemindahtangangy, | barang mflik

Penctapan njlg barang milix negara/dacrah dalam rangka
Penyusunen nergeq pemerintah pusat/daerah dilakukan
dengan Tpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahap
{SAP).

(2 Penilajan barang milige negara/daergh berupa tanah
dan/atay bangunan dalam rangka Pemanfaatan atqy
Pemindahtangangn dilaleukan oleh tim yang ditetapkan
oleh gubemur/bupati/walikom. dan dapgt melibatkan
penilaj independen yang ditetapkan oleh 8ubernuy/
bupati/walile, .

() Penilaian barang mify, negara/daerah sebagaimang
dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2} dilaksanaian untuk
mendapatkan piiy; wejar, dengen estimasi terendgh
menggunakan NJOP,

() Hasil penilaigy, barang miljc negara/daeral sebagaimang
dimalsud padg ayat(1) dan ayat (2) ditetapian oleh:

a. pengelola barang untyy barang mijjle negara;
b, gubernur/ bupati/walilets untuk barang miliy daerah,

Pasal 40 .,
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Pasal 40

(1) Penilalan barang milik ncgara selain tanzh dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan  atau
pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan
oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan penilai
independen yang ditetapkan oleh pengguna barang.

(2) Penilajan barang milik dacrah selain tanzh dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan  atau
pemindahtanganan dilakuken oleh tim yang ditetapkan
oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai
independen yang ditetapkan pengelola barang.

(3) Penilaian barang milik negara/dacrah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar. :

(4) Hasil penilaian barang milik negara/daerah scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) ditetapkan oleh:

a. pengguna barang untuk barang milik negara;
b. pengelola barang untuk barang milik daerah.

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 41

Penghapusan barang milik negara/dacrah meliputi:

a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa
pengguna;

b. penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.

Pasal 42

(1) Penghapusan barang milik negara/dacrah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dalam hal
barang milik negara/dacrah dimaksud sudah tidak
berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau
kuasa pengguna barang;

(2) Penghapusan . . .
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Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan penerbitan  surat keputusan

penghapusan dari:

a. penggune barang setelah mendapat persetujuan dari
pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengguna barang setelah mendapat persetyjuan
gubernur/bupati/walikota atas usul pengelole barang
untuk barang milik daerah,

Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola
barang.

Pasal 43

Penghapusan barang milik negara/daecrah dari daftar
barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dalam hal barang
milik  negara/daerah  dimaksud sudah beralih
kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-
scbab lain,

Penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan penerbitan  surat keputusan
penghapusan dari:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan
gubernur/bupati/walikota untulk barang milik daerah,

Pasal 44

Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak
lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik
negara/daerah dimaksud:

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan
tidak dapat dipindahtangankan; atau

b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh;

&. pengguna . . .

———
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a. pengguna barang sctelah mendapat persetujuan
pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengguna barang dengan surat keputusan dari
pengelola  barang setelah ~mendapat persetujuan
gubernur/ bupati/walikota untuk barang milik daerah.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan
kepada pengelola barang.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama
Bentuk-Bentuk dan Persetujuan

Pasal 45
Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas
penghapusan parang milik negara/dacrah meliputi:
a. penjualan;
b. tukar Menukar;
¢. hibah;
d. penyertaan modal pemerintah pusat /daerah.

pasal 46
N Pemindahtanganan barang milik negara scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 untuk:
a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih
dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.

2) Pemindahtanganan barang milik daerah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 untuk:

a. tanah dan/atau bangunan,

b. selain . . .
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b. untuk tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai
dengan Rp10.000.000.000.00 {scpuluh miliar rupiah)
dilalcukan oleh pengelola barang:

) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan sehagalmana dimaksud dalam Pasal

46 ayat (3) dilakukan oleh pengelola barang sctelah
mendapat persetujuan gubemur/bupaﬁlwdikom.

(1) Pemindahtanganan barang milik negara sclain tanah

oleh penguna barang setelah mendapat persetujuan
pengelola barang.

r)] Pemindahtanganan barang milik negara gelain tanah
dan/atau  bangunan g bernilai di  atas
Rp10.000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai
dengan Rp100.000.000.000.00 {seratus millar rupiah)
dilakukan oleh pengguna parang sctelah mendapat
persetujuan Presiden.

(3) Usul untuk memperoleh persetujuan Presiden
sebageimana dimaksud pada ayat {2} diajukan oleh
pengelola barang.

Pasal SO

Pemindahtanganan barang milik daerah sclain tanah
dan/atau bangunan yang bernilal  sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (ima miliar ruplah) dilakukan oleh
pengelola barang  setelah mendapat persetujuan
gubemur/bupatilwam(ota.

Pagian Kedua
Penjualan

Pasal 51

(1) Penjualan barang milik negara/dacrah dilaksanakan

dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih
atau idle;
b. secara . . .
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b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagl negura
apabila dijual;

¢. sebagal pelaksanaan ketentuan perundang-undangan
yang berlalku.

Penjualan barang milik negura/daerah dilalukan secara
lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Pengecualian  sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
meliputi :

a. barang milikx negara/daerah yang bersifat khusus;

b. barang mitik negara/dacrah lainnya yang ditetapkan
lebih lanjut oleh pengelola barang.

Pasal 52

Penjualan barang milik negara/daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:

&. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang  setelah mendapat  perse

gubernur/bupati/walikota untuk barang milik deerah,
Penjualan barang milik negara/dacrah selain tanah
dan/atau bangunan dilaksanakan oleh:

a. pengguna  barang setelah mendapat persetyjuan
pengelola barang untuk barang milik negara;

b, pengelola Bamng setelah mendapat persetujuan
gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Pasal 53
Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)
huruf a dilekukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. luasa pengguna barang mengajukan usul kepada
pengguna barang untuk diteliti dan dikaji;

b. pengguna barang mengajukan usut petjualan kepade
pengelola barang; v .

¢. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan

yang diajukan oleh Pengguna barang sesuai dengan
kewenangannya;

d. pengelola , . .
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d. pengelola berang mengeluarkan keputusan untuk
menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan
yang digjukan oleh pengguna barang dalam batas
kewenangannya;

¢. untuk penjualan yang memeriukan persetujuan
Presiden atau DPR, pengelola barang mengajukan usul
penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan
dimeaksud;

{ pencrbitan persetujuen pelaksanaan oleh pengelola
barang untuk penjualan scbagaimana dimaksud pada
butir e dilakukan sctelah mendapat persetujuan
Presiden atau DPR.

Penjualan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)
huruf b ditakukan dengan ketentuan scbagal berikut:

a. pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada
pengelola barang;

b. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan
yang diajukan olch pengguna barang scsuai dengan
kewenangannya;

c. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk
menyetujui atau tidak menyetujul usulan penjualan |
yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas
kewenangannya;,

d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan
gubemur/bupati/walikotn atau DPRD, pengelola
barang mengajukan usul penjualan discrtai dengan
pertimbangan atas usulan dimaksud.

Penerbitan persctujuan pelaksanaan oleh pengelola
barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada
huraf d dilakukan setelah mendapat persetujuan
gubernur/ bupati/walikota atau DPRD.

Hasil penjualan barang milik negara/dacrah wajib disctor
seluruhnya ke rekening kas umum negara/dacrah
sebagal penerimaan negara/dacrah.

Baglan . ..
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Bagian Ketiga
Tukar menukar

Pasal 54

Tukar  menukar barang milik  negara/dacrah
dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelengga-
raan pemerintahan;

b. untuk optimalisasi barang milik negara/daerah; dan

¢, tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Daerah.

Tukar menukar barang milik negara dapat dilalukan
dengan pihak:

a. pemerintah daerah;

b. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum
milik pemerintah lainnya;

c. swasta,

Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan

dengan pihak:

a. pemerintah pusat;

b. badan ussha milik negara/dacrah atau badan hukum
milik pemerintah lainnya;

Cc. swasta,

Pasal §5

Tukar menukar barang milik necgara/dacrah dapat
berupa:

8. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada pengelola barang untuk barang milik negara
dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik
daerah;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah atau penataan kota;

¢. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau
bangunan,

(2) Penetapan...
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Penetapan barang milik negara berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah,
sesual batas kewenangannya.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan olch: .

a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan
gubernur/bupatl/walikota untuk barang milik daerah,

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan oleh:

a. pengguna barang sectelah mendapat persetujuan
pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan
gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Tukar menulkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ dilaksanakan cleh pengguna barang sctelah

mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 56

Tukar menukar barang millk negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dilaksanakan
dengan ketentuan sebagal beriut:

a. pengelola barang mengkaji periunya tukar menukar
tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis,
ekonomis, dan yuridis;

b. pengelola barang menctapkan tanah dan/atau
bangunan yang akan dipertukarkan sesuai batas
kewenangannya;

c. tukar menukar tanah dan/atau  bangunan
dilaksanakan melalui proses persctujuan dengan
berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46 ayat (1)
dan Pasal 48 ayat {1);

d. pelaksanaan . . .
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d. pelaksansan serah terima barang yang dilepas dan
barang penggant{ harus dituangkan dalam beritg
&cara serah terima barang, :

Tukar menukar barang milik hegara scbagaimana
dimalksud dalam Pasal 85 gyat (I} huruf b dan o
akan dengan ketentuan sebagal berikut:

8. pengguna  barang - Mengajukan  ugulan kepada

Pengelola  barang  disertaj aluan/pertimbannn,

pan data, dan has; Pengkajlian tm intern
inatnnslpeuggumabarang;

b. pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/
pertimbangan tersebut darj aspek teknis, ckonomis,
dan yuridis;

¢. apabila memenyhj Syarat sesuai peraturan yang

, pengelola barang dapat mempertimbangkan
untuk menyetujui sesug; batas kcwmanaannya;

d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar
dengan berpedoman pada - persetyjuan pengelola

4
¢. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan
barang pengganti harus dituangkan dalam berita

acara serah terima barang,

Pagal 57

Tukar menukar barang millk daerah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b
dilaksenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

8. pengelola barang mengajukan usul tukar menukar
tanah dan/atq bangunan kepada gubernur/bupati/
walikota  diserta; alasan/perﬁmbangan. dan

b, gubernur/bupati/walikota meneliti  dan mengkaji
alasan/ bangan perlunya tukar menukar tanah
dan/atau bangunen darj aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis;

C. apabila memenuhi Syarat asesual peraturan yang
berlaku, gubunur/bupad/walikota dapat memper-
timbanglan untuk menyetujui dan menetapkan tanah
dan/atau bangunan yang akan dipertukarian;

d. tukar. .,
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d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan
dilaksanalktan melalui proses persetfujuan dengan
berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46 ayat (2)
dan Pasal 48 ayat (2);

e. pengelola barang melaksanakan tukar menukar
dengan berpedoman pada persetujuan
gubernur/bupati/ walikota; .

{. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan
barang pengganti harus dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.

(2) Tukar menukar barang milik daerah sebageimana
dimaksud dalam Pasal S ayat {1) huruf c dilaksanakan
dengan ketentuan sebagal berikaut:

a pengguna barang mengajukan usulan  kepada
pengelola barang disertai  alasan/pertimbangan,
kelengkapan data, dan hasil pengknjian tim intern
instansi pengguna barang;

b. pengelola barang meneliti dan mengksji alasan/

tersebut dari aspek tekmnis, ekonomis,
dan yuridis;

apabila memenuhi syarat sesual peraturan yang
berlalcu, pengelola barang dapat mempertimbangkan
untuk menyetujui sesual batas kewenangannya;

d. pengguna barang meclaksanakan tukar menukar
dengan berpedoman pada persetujuan pengelola
barang;

e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan
barang pengganti harue dituangkan dalam berita acara
serah terima barang.

[+2

-

Baglan Keempat
Hibah

Pasal 58

(1) Hibah bareng milik negara/daerah dilakukan dengan

pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan,
kemanuslean, dan penyelenggaraan pemerintahan
negara/dacrah. .

{2) Hibah. ..
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(2) Hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
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memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bukan merupakan barang rahasia negara;

b, bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup orang banyal;

c. tidak digunakan lagi dalam penyclenggaraan tugas

pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan
negara/daerah.

Pasal 59

Hibah barang milik negara/dacrah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah disershkan
kepada pengelola barang untuk barang milik negara
dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik
daerah;

b, tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaaannya direncanaken untuk dihibahkan
sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;

¢. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau
bangunan, ‘

Penetapan barang milik negara/dacrah berupa tanah
sdan/atau bangunan yang akan dihibahkan scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a dilalukan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. gubernur/bupati/waliktota untuk barang milik daerah,
scsuai batas kewenangannya.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan olch:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang sectelah mendapat persetujuan
gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanalean oleh:

a. pengguna barang setelah mendapat persctujuan
pengelola barang untuk barang milik negare;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan
gubernur/bupati/ walikota untuk barang milik dacrah.

(5) Hibah . . .

Ly
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Hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan oleh pengguna barang sctelah mendapat
persetujuan pengelola barang.

Pasal 60

Hibah barang milik negara scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) buruf a dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. pengelola -~ barang mengkeji perlunya  hibah
berdasarkan pertimbangan dan syarat ee
dimaksud dalam Pasal 58;

b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau
bangunan yang akan dihibahkan aecsuai batas
kewenangannya; .

c. proses persctujuan hibah dilaksanakan dengan

oman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan
Pasal 48 ayat (1);

d. pelaksanean sersh terima barang yang dihibahkan
harus dituangkan dalam berita acara serah terima
barang. .

Hibah barang milik negara scbagaimana dimaksud delam

Pasal 59 ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. pengguna barang mengajukan usulan kepada
pengelola barang disertal dengan

alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan haasil
pengksjian tim Intern instansl pengguna barang;

b. pengelola bareng menelitl dan mengkaji berdasarkan
pertimbangan dan syarat scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 58;

c. apabila memenuhi syarat sesual peraturan yang
berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan
untuk menyetujul sesuai batas kewenangannya;

d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan
berpedoman pada persetujuan pengelola barang;

e. pelaksanaan serah tcrima barang yang dihibahkan
harus dituangkan dalam berita acara serah terima
barang.

Pasal 61...
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Pasal 61

Hibah barang milik daerah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola barang mengajukan usul hibah tanah
dan/atau bangunan kepada
gubernur/bupati/walikota disertai dengan
alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;

b. gubernur/bupati/walikota menelitt dan mengkaji
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58; '

c. apabila memenuhi syarat gesual peraturan yang
berlaku, gubernur/bupati/ walikota dapat
mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau
menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan
dihibahkan;

d. proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketcntuan Pasal 46 ayat (2) dan
Pasal 48 ayat (2);

e. pengelola  barang melaksanakan hibah dengan
berpedoman pada persetujuan gubernur/bupati/
walikota;

f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan
harus dituangkan dalam berita acara serah terima
barang.

Hibah barang milik dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. pengguna barang mengajukan  usulan kepada
Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan,
kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern
instansi pengguna barang;

b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan
pertimbangan  dan  syarat scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 58;

¢. apablla memenuhi syarat gesuai peraturan yang
berlaky, pengelola barang dapat mempertimbangkan
untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;

d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan
berpedoman pada persetujuan pengelola barang;

¢. pelaksanaan . . .

M
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e. pelaksanasn serah terima barang yang dihibahkan
harus dituangkan dalam berita acara serah terima

barang,

Bagian Kellma
Penyertoan Mocdal Pemerintah Pusat/Daerah

Pasal 62

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat/dacrah atas barang milik
negera/daerah dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan, dan peningkatan ldnerja badan usaha milik
negara/daerah atau badan -hukum lainnya yang dimiliki
negora/dacrah;

(2) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan
sebagai berikut:

a. barang milik negara/dacrah yang dari awal pengadasannya
sesuai dokumen ggaran diperuntukkan bagi badan
usaha milik negara/dacrah atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara/dacrah dalam rangka penugasan
pemerintah; atau

b. barang milik negara/dacrah lebih optimal apabila dikelola
oleh badan usaha milik Negara/ daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada-
maupun yang akan dibentul.

Pasal 63

(1} Penyertaan modal pemerintah pusat/dacrah atas barang milik
negara/dacrah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah discrahkan kepada

pengelola barang untuk barang milik negara dan
gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya
direncanakan untuk disertakan sebagal modal pemerintah
pusat/dacyeh sesuai yang tercantum dalam dolumen
penganggasen;

¢c. barang . . .
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¢. barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau
bangunan.

Penetapan barang milik ncgara/dacrah  berupa tanah
dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal
pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan oleh: ’

a. pengelola barang untuk barang milik negara;
b. gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah,
sesuai batas kewenangannya.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik
negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dileksanakan oleh:

a. pengelola barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/
bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik
negara/dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh:

8. pengguna barang setclah mendapat persetujuan pengelola
barang untuk barang milik negara;

b. pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/
bupati/walikota untuk barang milik daerah.

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik
negara/decrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat
persctujuan pengelola barang,

Pasal 64

Penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a
dilaksanakan dengen ketentuan sebagai berilut:

a. pengelola barang mengkqji perlunya penyertaan modal
pemerintah  berdasarkan  pertimbangan  dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;

b. pengelola barang menetapkan tanah dan/atau bangunan
yang akan disertakan scbagai modal pemerintah sesuai
batas kewenangannya;

C. proses . .,

Y
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Pasal 65

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah gebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf
a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal
pemerintah atas tanah dan/atau bangunan kepada
gubernur/bupati/walikota  disertai dengan  alasan/
pertimbangen, dan kelengkapan data;

b. gubernur/bupati/walikota  meneliti  dan mengkaji
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
gubernur/bupati/walikota  dapat mempertimbangkan
untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal
pemerintah; .

d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46
ayat (2} dan Pagal 48 ayat (2);

¢. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal
pemerintah  dengan berpedoman pada persetujuan
gubernur/bupati/wallkota;

f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dengan melibatkan instansi terkalt;

g pengelola  barang menyampaikan Rancangan Peraturan
Dacrah kepada DPRD untuk ditetapkan;

h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada
badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum
lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita
acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah/
Peraturan Daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 63 ayat (1) huruf
¢ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola
barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data,
dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;

b, pengelola . . .
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. pengelola bareng mencliti dan mengkaji berdasarkan

pertimbangan dan syarat gebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62;

apabila memenuhi syarat sesual peraturan yang berlakuy,
pengelola barang  dapat mempertimbangkan  untuk
menyetujul sesuai batas kewenangannya;

. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
dengan melibatkan instansi terkait;

. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan

Dacrah kepada DPRD untuk ditetapkan;

pengguna barang melakukan serah terima barang kepada
badan usaha milik negara/dacrah atau badan hukum
lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita
acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah/
Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal
pemerintah atas barang milik ncgara diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal
pemerintah atas barang milik daerah diatur dalam
Pératuran Daerah dengan berpedoman pada kebijakan
umum pengelolaan barang mililc negara/daerah.

BAB XI
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 67

Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus
melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik
negara/dacrah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP] menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.

(2) Pengelola ...
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Pengelola barang harug melakukan pendaftaran dan
pencatatan barang mifik hegara/daerah berupa tanah
dan/atay bangunan dalam Daftar Barang Miljk
Negara/Daerah (DBMN/D) menurut penggolongan
barang dan kodefikasi barang.

Penggolongan dan  kodefikagi barang sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri Keuangan,

Penggolongan dan kodefikasi barang daerah scbagaimanag
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan
Menteri Keuangan,

menyimpan  dokumen kepemilikan barang  milixc
negara/daerah selain tanah dan/atay bangunan yang
berada dalam Penguasaannya,

Pengelola barang  harys menylmpan  dokumen
kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada
dalam pengelolaannya,

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 69

Pengguna barang melakukan inventarisasi barang mililc
negara/daerah sekurang-kurangnya sckali dalam lima
tahun.

Dikecualikan dari ketentuan eyat (1), terhadap barang
milik negara/daerah yang berupa persedinan  dan
konstruksi dalam pengerjaan,  pengguna barang
melakukan inventarigag; setiap tahun,

Pasal 70, , .

o —— e

"



_ _SUPLEMEN MAJALAH MEDIA PRAJA No. 07 & 08 — Tanggal 1 -31 Mei 2006 __ 49

¥

Y]
Q‘i"%wl‘é’y

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BAB X1l

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

m
@
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Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 74

Menteri Keuangan menetapkan kebijaken umum
pengelolaan barang milik negara/daerah,

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan
melakukan pembinaan pengelolann barang milik negara.

Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan
melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daeruh
sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 75

Pengguna barang melakukan pemantauan dan
penertiban  terhadap  penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan
pengameanan barang milik negara/dacrah yang berada di
bawah penguasaannya.

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja
dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang.

Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat
meminta aparat pengawas fungsional untuk melalukan
audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban
sebagaimana yang dimeksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Kuasa pengguna barang dan pengguna barang
menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76 ...

Ll
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Pasal 76

(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan
pemantauan dan  investigasi atas  pelaksanaan
penggunaan, pemanfeatan, dan pemindehtanganan
barang milik ncgara/daerah, dalam rangka penertiban
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
barang milk negara/dacrah secsuai ketentuan yang
berlalu.

(2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas
fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan
barang milik negara/daerah.

(3) Hasil eudit scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan  kepada pengelola  barang  untuk
ditindakianjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian atas barang milik negaradiatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB Xitl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

(1) Pejabat/pegawal yang melaksanakan pengelolaan barang
milik negara/dacrah yang menghasilkan penerimaan
ncgara/daerah dapat diberikan insentif.

{2) Pejabat/pegawai selaku pengurus barang dalam
melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
negara/dacrah.

(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada
pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang
milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.,

{4) Pemberian . . .
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(4) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat/
pegawai yang melaksanakan pengeloiaan barang milik
dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (@)
diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman
pada kebijakan umum pengelolaan barang milik
negara/daerah.

Pasal 79

(1) Barang milik negara/dacrah yang digunakan oleh badan
layanen  umum/badan layanan umum dacrah
merupakan kekayaan negara/dacrah  yang tidalk
dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan badan
jayanan umum/badan layanan umum daerah yang
beraangkutan.

(2) Pengelolaan barang milik negara/dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengilut! ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali terhadap
barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam
Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umumn.

Pasal 80

{1} Pengelola barang dapat membentuk badan layanan
umum dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam
pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik ncgara berupa tanah dan/atau bangunan.

(2) Pengelolaan barang milik negara yang berasal dari badan
khusus yang dibentuk dalam rangka penychatan
perbankan, diatur tersendirl dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik
dacrah diatur dalam Peraturan Daerah
BAB XIV
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 82

(1) Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian,
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan
barang milik negara/daerah disclesaikan melalui
tuntutan ganti rugi scsuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Setiap . . .
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(2) Setiap pihak  yang mengakibatkan kerugian

negara/daerah schagaimana dimaksud pade ayat n

dapat dikenakan sanksi administratil dan/atau sanksi
pidana sesual dengan peraturan perundang—undanga.n.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

(1) Barang millkk negara/daerah perupa tanah dan/atau
bangunan yang tclah ada sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini wajib dilalcukan inventarisasi dan

diselesaikan dokumen kepemilikannya.

2 Inventarisasi den penyclesaian dokumen kepemilikan
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur lebih lanjut
oleh pengelola barang berkoordinasi dengan kementerian

negara/lembaga yang bertanggung jawab di bidang
pertanahan nasional dan instansi teknis teckait.

(3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan
ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dacrah.

BAB XV1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua
peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik
negara/daerah yang bertentangan dengan Peraturan
pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Ketentuan pelaksanaan scbagai tindak lanjut Peraturan
Pemerintah ini harus diselesaikan sclambat-lambatnya satu
tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Pemerintah  ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar...
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Pemerintah i dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartg
pada tanggal 14 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ted.
DR. H. 8USILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 20

Salinan sosual dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PF m%ANo-UNDANGAN.
e
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